BUPATI PINRANG
PROVINS! SULAWES] SELATAN

PERATURAN BUPAT] PINRANG
NOMOR 26 TAHUN 2018

PENDIDIKAN FORMAL
KAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E38A
BUPATI PINRANG,

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 14 avat [4)
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan
dalam rangka pelaksanaan tugas teknis Operasional pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perla  menctapkan
Peraturan Bupati lentang  Pembentukan Unmit Pelaksana

Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

tids Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 lentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822},

25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201)

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3234},

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran  Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor ©, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 54 94);

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang.
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara :Republik Indonesia Nomor S587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Némor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Unda:l-Undang Nomer 23 Tahun 2014 téntang
Pemerintahan  Daergh (Lembaran_ Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

- Administrasi Pemenntahan (Lembaran Negare Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

' Indoxjxu‘ia-Nonior§601);




A 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

Tahun 2016 Nomor 114, Tambehan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun
2016 Nomor 6)

MEMUTUSKAN .

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

SEKOLAH DASAR NEGER! PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN,

BAB [
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
m Peraturan Bupati inj yang dimaksud dengan
aerah adalah Kabupaten Pinrang
ipati adalah Bupati Pinrang,
inas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, .
epala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
skolah adalah Sekolah Dasar,
ipala Sekolah adalah Kepaia Sekolah Dasar,
Uru adalah Jabatan Fungsional pada Sekolah Dasar yang diangkat dan
Berhentikan oleh Bupati Pinrang,
jas adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
agsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
ncia tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan
mg merupakan upaya pokok yang dilaleukan pemegang jabatan.

BAB Il
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS!

Bagian Kesartu
Pembentukan

Pasul 2
gan Peraturan Bupati ini dibentuk unit pelaksana tcknis satuan
Gidikan formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas.

Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1] adalah
lah Dasar yang berada di Kecamatan.
= unit_pelaksana tugas satuan pendidikan formal Sekolah Dasar
ari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran |
g merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati in;,

N g

it Sl




- Bagian Kedua
Susunan dan Strukiur Crgenisasi

Pasal 3
’Snsunan organisasi unit pelaksana teknis satuan pendidikan formal
- Sekolah Dasar Negert sebagaimana dimaksud dalam Pasai 2 terdiri dar; -
~ & Kepala Sckolah: dan
- 5. Jabatan Fungsional,
‘Bagan struktur organisasi unit pelaksana teknis satuan pendidikan formal
bagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran [1 yang
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB Il
TUGAS DAN FUNGS! SERTA RINCIAN TUGAS

Bagian Kesary
‘ Kepala Unit Pelaksana Teknis
*
Pasal 4

mepala unit pelaksana teknis s¢bagaimana dimaksud calam Pasal 3 ayat (1)
hu a mempunyai tugas membanty Kepala Dinas dalam
mengoordinasikan Sekolah Dasar Negeri sebagai jenjang pendidikan pada
guilr pendidilcan formal yang menjadi kewenangannya sesuai Peraturan

-

ferundang-undangan,

sntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1, Kepals

anit pelaksana teknis menyelenggarakan fungs: | g

L pelaksanaan kebijakan teknis pelaksana pengelolaan Sekolah Dasar
Negeri;

B pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan  kurikulum, kesiswaan

Sarana dan prasarana serta kehumasan;

+ pelaksanaan evaluasi dan petaporan pelaksanaan pengelolpan Sekolah

Dasar Negeri,

- pelaksanaan administras! unit pelaksana teknis; dan

‘pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas

‘dan fungsinya,

sfician tugas Kepala unit pelaksana leknis sebagaimana dimaksud pada
Bt (1), meliputi

EEnyUsSUn rencana program dan kegiatan unit pelaksana teknis

ebagal pedoman pelaksanaan tugas;

‘mendistribusikan dan memberi petunjui pelaksanaan tugas;
‘memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
ling P unmt pelaksana teknis untuk mengstahui  perkembangan
PEiaxKsanaan tugas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
“mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolakn
‘Sekolah Dasar Negeri yang meliputi kurikulum, kesiswaan, sarana dan
‘prasarana serta kehumasan:

dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga
Kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membma
kerjasama dan peran serta masyarakat; '
dinasika dan mengatur pelaksanaan - kegiatan



~ j. mengoordinasikan pelaksanaar. kegiatan kerjasama dengan instansi
terkait dan masyarakat;
k. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-uddangan; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesua:
dengan hdang tugasnya.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

1) huruf b, terdiri dari jabatan fungsional guru dengan berbagai keahlian

': erientu dan jabatan fungsional pustakawan serta jabatan fungsional lain

yang ada di sekelah yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-
undangan

gabatan [ungsional guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengajarkan dan membimbing satu  atau lebih mata pelajaran

perdasarkan kebutuhan pengajaran di sekolah.

batan fungsional guru disamping fungsinya sebagai tenaga pengajar

@pat menjadi wali kelas berdasarkan kebutuhan dan bertanggungjawat
ipada Kepala Sekolah.

;, ,tan fungsional  pustakawan melaksanakan  operasionalisasi
grpustakaan dan bertanggungjawab kepada Kepala sekolah

T mbentukar, jenis  jemjang dan  jumilah  jabatan  fungsional lain

fhagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan

gbutuhan dan beban kerja sesual dengan peraturan perundang-
dangan.

BAB IV
JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Jabatan

\
Pasal 6
nit pelaksana teknis satuan pendidikan formal Sekolah Dasar Negert,
ote pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan,
Bagian Kedua |
Pengangkatan dan Pemberhentian

x Pasal 7
mit pelaksana teknis satuan pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri
pana dimaksud dalam Pasal 6, diangkat dan diberhentikan oleh
gerdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
BAB YV
TATA KERJA

Pasal 8

§ unit pelaksana teknis, pejabat fungsional dan scluruh personil
nﬁt pelaksana teknis melaksanakan tugas dan fungsi sesua
| ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mencruplmn



sip  hierarki, koordinasi, keriasama, integrasi, sinkronisasi,
splifikasi, akuntabilitas, transparansi seria efekuifitas dan efisien
{epala "unit peiaksana teknis melaksanakan sistern pengendalian internal
: ingkungan organisasinya.
gpala ‘unit pelaksana teknis  bertanggungjawab memimpin  dan
gngoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan seérta petunjuk
i® pelaksanaan tugas bawahan. j
gpala unit pelaksana teknis dalam melaksanakan tugasnya, melakukan
mmbinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnyu,

ala unit pelaksana teknis dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan
_ umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesual dengan
Entuan peraturan perundang-undangan
pala unit pelaksana teknis den seluruh personil dalam lingkungan unil
gitsana teknis wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpingn, serts
Svampaikan laporan sccara berkala dan/atay sesuai kebutuhan secara
gat wakou kepada atasan masing-masing.
ala unit pelaksana teknis dalam melaksanakan tugasnya, melakukan
ggawasan, pemantauan, pengendalian, dan  evaluasi, serta
aksa akan rtapat koordinasi scCard berkala danfatau sesual
‘iiraicr-A0
jala unit pelaiksana teknis mengembangkan koordinasi dan kerjasama
gan instansi pemerintak/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan
irja dan memperiancar pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana

|

BAB V]
KQORDINATOR WILAYAH KECAMATAN

Pasal 9

pdinator wilayah kecamatan merupakan unit kerja non struktural yang
soin oleh secorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolan
moing tugasnya sebagai pejatat fungsional.

dinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
agas melakukan koordinest layanan administrusi pada satuan
fdikan di wilayah kerjanya.

Sinator wilayah kecamatan scbagaimana dimaksud pada ayvat (1
Biuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

ah koordinator wilayan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayal
sesuaikan dengan kebutuhan Daerah.

gk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayal
Soordinator wilayah kecamatan dapat menggunakan sarana dan
tenz serta pegawalfstal yang sebelumnya digunakan ocleh Unt
beana Teknis Dinas Pendidiken dan Kebudayaan.

BARB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

rural yang bertugas pada masing-masing Unit Pelaksana Tugas
didikan dan Kebudayaan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupal
melaksanakan tugas sampai ditetapkannya Kepala Unit Pelaksana
‘Berdasarkan Peraturan Bupati .




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

saal Peraturan Bupat ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pinrang
gnor 11 Tahun 2014 tentang Pembsntukan Unit Pelaksana Tekmis Dinas
-.'x' ikan; Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang (Berita Daerah
gupaten Pinrang Tahun 2014 Nomor 11], dicabut dan dinyatakan tidak

1 Pasal 12

Buran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

P Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturpn
Bt ini dengan penempatannya dalam Berita Dasrah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkagdi Pinrang

Bagkan di Pinrang
ngRa 4 SPelber 208

BRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

SDDIN

PDAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018 NOMOR 35



8. UPT Sekolah Dasar Negeri 212 Pinrang berkedudukan di Kecamatin Watany

Sawitto;
UPT Sckolah Dasar Neger 213 Pinrang borkedudukan di Kecaibuts Walan .
Sawitto;
UPT Sekolah Dasar Negeri 244 Pinrang herkecudukon di- Kevamarti Wati o
Sawitto,
UPT Sekolah Dasar Negeri 245 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Watang
Sawitto;
UPT Sckolah Dasar Negen 249 Piorang berkedudukoan d: Kecumatan Wau.
Sawitto;
LIPT Sekolah Dasar Neger: 250 Pinrang berkedudukan di Kecamian WLy oy
Sawitto,
UPT Sekolah Dasar Negeri 285 Pinrany berkedudukan di Kecamarun WaLuny
Sawitto;
UPT Sekolah Dasar Negen 280 Pinrang berkedadukan di hecamit .y Waithiarios
. Sawitto, v
= UPT Sekolah Dasar Negen 287 Pinrang berkedadulean Recamatan Wi
Sawitto. '

UPT Sckolah Dasar Ncg::rx Inpre
Watang Sawitto:
PUPT Sckolah Duasar Negen
- Watany Sawitto,
¢ UPT Selkolah Dasar
b Watang Sawitto,

b UPT Sckolah Dasar Ney,
Watang Sawitto;

Sekolah Dasar Negeri 112 Putrang berkedudikan di  Recaraiian

UFT Sckolah Dasar Negeri 113 Pinrang  berkedudukan
Patampanun,

WPT Sekalah Dasar Negeri 114 Pinrang
Patampanusn;
UPT Sekolah
Patampanua,;
#8% Sekolah Duasar Negeri 116 Pinrang
atumpanua,
8PS Sekolah Dasar Negeri 117 Pinrang berkedudukan di
PAtampanua;

JPT Sekolah

s Bertingkat berkedudukan di Kecamatan

inpres Givess: Serkedudukan di Uit

Negern Inpres Bertlengnge berkedudukin i becarm it

en inpres Ulu Tedong berkedudukan di heeamutan

di Kecamatan
berkedudukan i Kecamaish

Dasur Negeri 115 Pinrang  berkedudukan  di Recianaia

berkedudukan di  Kecameity

chamz\tu: )

Dasar Negeri 118 Pinrang berkedudukan dj Recamutan

Dasar Negeri 119 Pinrang berkedudukan di Kecamany

Dasar Negeri 121 Pinrang berkedudukan di Kecamatan

Dasar Negen 122 Piarang berkedudukan  di hecupiata,

Dasar Negeri 123 Pinrang berkedudukan o Ketamit,
Dasar Negeri 126 Pinrung berkedudukan di kecamatar
Dasar Negen 127 Piarung berkedudukan di lecanuiu
Basar Negens 128 Pinrung berkedudukon < b ST TR
Dasar Negeri 129 Pinrang berkedudukan di Recamatan

Dasar Negen 130 Pinrung berkedudukan di Kecamutal,




UPT Sekolah Dasar Negeri 132 Pinrang derkedudukan gj Kecamatay
Pa!a:npanua;
UPT Sckolah Dasyr Negeni 167 Piny % berkedudukan hevami g,
Patampanua:
UPT Sekolah Dasar Negeri 183 Pinra . berkedudulean  Kevamatan
pana;
Sekolah Dagar Neger: 104 Pinrang berkedudukun di  Kecamatan
mpanua;
UPT  Sekoluh Dasar Neger: 105 Plurang berkedudukan evamai g
Patampanua
UPT Sekolah Dasar Negeri 217 Pinrang berkedudakan i Kecamary
Patampanua,
UPT Sekolah Dasar Negeri 218 Pinrany berkedudukan Kecamatar,
Patampanua:
» UPT Sckolah Dasar Negeri 257 Finrang berkedudukan  g; Nevanagag
Patampanua;
UPT Sekolah Dasar Negeri 258 Panrang berkedudukan o hecamary
Patampanua;
UPT Selkolah Dasar Negeri 250 Pinrang berkedudukan kecamatay
Patampanyu; '
. UPT Sekolah Dasar Negeri 260 Pitrang berkedudukan o hediunati,
Patampanua:
UPT Sekolah Dasar Negen 299 Piorang  berkedudikan v Kecamanag
! Danua;
. UPT Sekolah Dasar Negeri 263 Pinrang berkedudularn di Kecumatun
Patampanua;
UPT  Sckolah Dasar  Inpres Suli-Hah serkedudukan o l\cn'..un}(un
: panua, g
UPT Sckolah Dasar In

panua;

UPT  Sekolak
. Duampanux;
. UPT Sekolah
Duampanua,
UPT Sekolan
Duampanua;
UPT Sekolah
~ Duampanua;
L UPT' Sckolsh
Duampanua;
UPT Sckolah
Duampanua;
UPT Sekolak
" Duampanua:
» UPT Sekolah
Duampanua:
UPT Seckolah
Duampanua;
UPT Sekolah
Duampanua;
3. UPT Sekolah
~ Duampanua;
2. UPT Sekolah
Duampanua;
UPT Sckolah
Duampanua;

. UPT Sekolah Das

Dasar Neger
Dasar Negeri
Dasar Negers
Dasar Negeri
Dasar Negeri
Dns.ux Negen
Dnsa_tf Negeri
Dasafl- Picgert
Dasar Negen
Dasar Negeri
Dasar Negeri
Dasar

Negen
Noeger:

ar Negeri Palita b

28
29
30
31
32
30
38

39

45

q7

Pinrang
Pinrang
Pinrang
Pinrang
Pinrang
Piirany
Pinrang
Pinrang
Purangy
Pinrang
Finrung
Prosrang
Pinrang

erkedudukan di Kecamatan

berkedudukan
berkedudukan
berkedudukan
berkedudukun
berkedudukan
berkedudukan
berkedudulan
berkedudukan
berkedudukan
berkedudukan
berkedudukan
berkedudukan

berkedudukan

pres Padang Loang berkedudukan i

ci
[J1
di
el
el
ch
cli
<l
(W
di
dt
di

di

Kecamating

Patampanya:

Kevamatan
K:camzllau
hecamaty,
Wecasatg
Kecamarar
hecamoty,

Becamty

RECamuaal
Necarna

Kecamagy
Kecamatasn
Kecuminag.

Kecamata



187 UPT Sekalah Dasar

. Paleteang
#88. UPT" Sckolsh Dasar
_ Paletcang,
B¥. UPT Sckolah Dasar
- Paleteang;
8. UPT Sekolah Dasar
Paleteang;
B UPT Sekolah Dasar
 Paleteang,
& UPT Sekolesh Dasar
. Paleteany;
B UPT Sskolah Dasar
. Paleteang;
BUPT Sckolahh Dasar
\Paleteang;
UPT Sekolah Dasar
" Paleteang;
BUPT Sekolah Dasar
 Palereang,
WPT Sekalah Dasar
Paleteang,
$&7  Sekolad Dasar
Paleteanp;
WPT Selolah Dasar

FRieteang,

Selcolah
1appa;
Sckolah
Batulappa.
T Sckolah
Satulappa,
T Selkolah
“- L lappzn,
SWPT Sckolan
.E-I'l SAppa,
"UPT Seicolah
F8atulappa;
UPT Sekolah
Satulappa;
UPT Sekolah
Batulappa,
PUPT “Sekolah
- Batulappa;
UPT Sekolah
“Batulappa;

Dasar
Dasar
Dasar
Dasar

Duasar

Dasar

Dasar

Dasar

Dasar
Duasar
b UPT Sekolah Dasar
Batulappa;

. UPT Sekolah Dasar
Batulappa,;

Negeri
Negeri
Neger:
Negern:
Negeri

Negers

Negeri

Negeri

Negerni
Neger
Neger
Negeri
Negen
Negen
Negeri
Negeri
Negeri

Neger

162
171
172
189
214
240
2547
248
251

289

124

Pinrang
Pinrang
Pinrang
Sinrang
Pinrang
Finrang
Pinrang
Pinrang
Pinirang
Pincang
Pinrang
Pinrang

Pinrang

WPT Sekolzah Dasar Inpres Palia berkedudulkan
FL Sekolah Dasar Inpres Paleteang berkedud

Pinrang
Pinrang
Pinrang
Pinrang
Jinrang
Puwrang
Pinrang
Pinrang
Pirang

Pinrang

| UPT Sekolah Dasar inpres Baruppu berkeduduk

lnprée Kamp, Bam

- UPT Sekolah Dasur inpres Bacukilki ber!
Inpres

berkedudukan
berkeduduican
berkedudukan
Lerkedudukan
berkeduduian
berkedudukan
berkedudukan
berkedudukan
berkedudukan

terkedudukan

rDerkedudukan

berkedudukan

berkedudukan

berkedudukan
berkedudukan
berkedudukan
berkedudukan
herkedudukan
berkedudukan
berkedudukan
berkedudukan

berkedudulkan

berkedudukan

ch
ci
di
ds
di
cli
di
di
di
ehy
cly
di

di

a1

di

di

Kecamatan
Kecamartan
Kecamatan
Kecamatan

Kecamatan
Kecamatan
Kecamatan

Kecamatun

Kecamatan
Kecamatan
Kecamatan
Kecamutan

Kecamatan

di Kecamatan Paleteang;

ukan di Kecamartan Palcwang;

di

Kecamatan
Kecamatan
Kecamatan
Kecamatan
Kecamatar
heg 'Am.xim )
Kecamatan
Kecamatan
Kecamatan

Kecamatan

an di Kecamatan Batulappa:

berkedudukan di Kecamatan

sedudulan di Kecamatan
Libukung

Batulappa;

berkedudukan di Ke camutay



